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INTISARI

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pcraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, dalam pasal 19 telah memerintahkan disclenggarakannya pendaftaran tanah
dalam rangka menjamin kepastian hukum menurut ketentuan-ketentuan yang diatur
dengan peraturan-pemerintah. Kegiatan pendaftaran tanah tersebut diantaranya meliputi
kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah yakni untuk memperoleh data
fisik bidang tanah.

Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah bukan merupakan tujuan akhir
dari pendaftaran tanah tersebut, tetapi merupakan langkah awal kegiatan pendaftaran
tanah dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu pelaksanaan
pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dalam rangka pendaftaran tanah
diselenggarakan dengan pertimbangan skala prioritas yaitu berdasarkan keadaan negara
dan masyarakat, keperluan lalulintas sosial ekonomi dan kemungkinan
penyelengaraannya. (UUPA pasal 19 ayat (3)).

Bertolak dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan
dalam penelitian ini yaitu, apakah pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang
tanah sudah sesuai dengan PMNA/Ka.BPN No.3/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP
No. 24 Tahun 1997 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya, apakah kendala-kendala
yang dihadapi serta upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala
tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan
pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah sudah sesuai dengan PMNA/Ka.BPN
No.3/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 beserta petunjuk teknis
pelaksanaannya, untuk mengetahui kendala-kendala dan upaya yang dilakukan untuk
mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah
tersebut. :

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif.
Berhubung dalam penelitian yang dilakukan subjeknya meliputi semua yang terdapat
dalam populasi, maka penelitian ini merupakan penelitian populasi. Populasi dalam
penelitian ini adalah proses pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah
secara sporadik sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah yaitu tahun 1998 sampai tahun 2001 di Kelurahan [lir Kecamatan
Gunungsitoli. _

Kesimpulan dari evaluasi pelaksanaan penguvkuran dan pemetaan bidang-bidang
tanah di Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli [.abupaten Nias belum sepenuhnya
sesuai dengan Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemernintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah beserta petunjuk teknisnya. Kendala yang menyebabkan hal
tersebut adalah kurangnya pengetahuan petugas pelaksana pengukuran dan pemetaan
bidang-bidang tanah tentang Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 beserta peraturan
pelaksanaannya, belum tersedianya sarana Titik Dasar Teknik Nasional sebagai Kerangka
Dasar Pemetaan Nasional, sehingga pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang-
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah adalah sumberdaya yang sangat penting bagi kehidupan manusia, oleh
karena itu pembenahan tentang status tanah dan hak penguasaan tanah bagi
masyarakat vang sedang membangun menjadi kunci utama dalam meredam
terjadinya gejolak sosial yang dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan serta berdampak bagi peningkatan nilai ekonomi tanah.

Apabila semua bidang tanah dapat dibenahi/ditata dan di admimstrasikan
secara baik diharapkan dapat mencegah permasalahan yang mungkin timbul di
bidang pertanahan. )

: Badan Pertanahan Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 26 Tahun 1988 mempunyai fungsi dan tugas mengelola serta
mengembangkan administrasi pertanahan yang antara lain memberikan jaminan
kepastian hukum atas pemilikan, penguasaan tanah dan memberikan tanda bukti hak
berupa sertifikat.

Pemberian jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan pertama-tama
memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis lengkap dan jelas yang

dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya.



dan calon kreditor, untuk memperoleh keterangan yang dipeilukan mengenai tanah
yang menjadi obyek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi pemerintah
untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 5. Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dalam pasal 19 telah memerintahkan
diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam ringka menjamin képastian hukum
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan-pemerintah. Kegiatan
pendaftaran tanah tersebut diantaranya meliputi kegiatan pengukuran dan pemetaan
bidang-bidang tanah.

Sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut diterbitkan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian diganti dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentailg Pendaftaran Tanah beserta petunjuk
teknis pelaksanaannya yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

Prinsip dasar dari kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah
pada pendaftaran tanah tersebut adalah untuk memenuhi kepastian mengenai objek
hak atas tanah baik letak, batas-batas bidang, luas tanah maupun bangunan yang ada
di atasnya yang dipunyai seseorang atau Badan Hukum, dapat dipetakan' dan bisa
direkonstruksi kembali di lapangan dengan tepat atau yang lebih dikenal dengan

asas spesialitas. (PMNA/KA. BPN No. 3 Tahun 1997 pasal 24 ayat (2))



pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dalam rangka
pendaftaran tanah diselenggarakan dengan pertimbangan skala prioritas yaitu
berdasarkan keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalulintas sosial ekonomi dan
kemungkinan penyelengaraannya. (UUPA pasal 19 ayat (3)).

Pada umumnya pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah
di lapangan masih berdasarkan titik-titik dasar lokal sehingga pembuatan peta dasar
pendaftaran sering terkendala. Hal ini disebabkan belum meratanya pembuatan Titik
Dasar Teknik Nasional serta kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung
pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah tersebut.

- Kenyataan ini juga terjadi di Kelurahan Ilir, yang terletak di Ibukota
Kabupaten Nias. Pelaksanaan pegukuran dan pemetaan bidang tanah yang telah
dilaksanakan sampai saat ini di Kelurahan Ilir masih belum diikatkan kepada Titik
Dasar Teknik Nasional. Hal ini karena tingkat penyebaran Titik Dasar Teknik
Nasional sampai dengan data terakhir pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias tahun
2002 di Kecamatan Gunungsitoli belum mempunyai satupun Titik Dasar Teknik
Nasional, sedangkan bila dibandingkan dengzn tingkat permohonan pendaftaran
tanah Kelurahan Ilir termasuk dalam kategori yang sedang untuk Kabupaten Nias.
(lebih kurang 36-50 bidang/tahun)

Untuk menghindari terjadinya permasalzchan mengenai data fisik bidang:

bidang tanah dibelakang hari, maka pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah



keseragaman sistem pengukuran dan pemetaan bidang-bidang mﬁah bagi pelaksana
di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka memberikan jaminan bukum
kepada para pemegang hak atas tanah serta pemcliharaan data pendaftaran tanah
yang berhubungan dengan data fisik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dan bermaksud mengadakan
penelitian dengan judul “EVALUASI PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN
PEMETAAN BIDANG-BIDANG TANAH DI KELURAHAN ILIR KECAMATAN

GUNUNG SITOLI KABUPATEN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA”

B. Rumusan Permasalahan

Bertolak dari latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini
dirumuskan sebagai berikut : \ .
1. Apakah pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah sudah
sesuai dengan PMNA/Ka.BPN No.3/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No.
24 Tahun 1997 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengukuran dan.'
pemetaan bidang-bidang tanah tersebut?

3. Upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

C. Batasan Masalah

Wl aammetan s a RoRl e L oo b e Bl gt s v | e el e o Y SR S o



mengenai pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah secara
sporadik di Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kabupaten Nias Provinsi
Sumatera Utara, sejak berlakunya PMNA/Ka.BPN No. 3 Tahun 1997 beserta
petunjuk teknisnya sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun

1997 di Kabupaten Nias yaitu tahun 1998 sampai tahun 2001.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Twjuan Penelitian

a. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang
tanah sudah sesuai dengan PMNA/Ka.BPN No.3/1997 tentang Petunjuk
Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 beseitz} petunjuk teknis pelaksanaannya.

b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam  pelaksanaan
pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah.

¢. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengukuran

dan pemetaan bidang-bidang tanah tersebut.

2. Kegunaan Penel .tian

a. Sebagai bahan masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Nias dan Pemerintah
Daerah Kabupaten Nias.

b. Mempermudah pemeliharaan data pendaftaran tanah.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan

dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah di Kelurahan Ilir

Kecamatan Gunungsitoli Kabupaten Nias belum sepenuhnya sesuai dengan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.

Hal ini dapat dilihat pada setiap kesimpulan tahapan evaluasi pelaksanaan

pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah yang telah dilakukaﬁ, sebagai

berikut:

a. Penetapan batas bidang tanah belum sepenuhnya sesuai dengan PMNA/KA.
BPN No. 3 Tahun 1997 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya, yaitu dalam
hal; pemberitahuan secara tertulis 10 hari sebelum pelaksanaan penetapan
batas pada pemegang hak atas tanah dan pemegang hak atas tanah
bersebelahan hanya di‘laksanakan secara lisan serta pernasangan tanda batas

sebelum pelaksanaan pengukuran tidak dilaksanakan pemegang hak atas

_ %



yang mudah diidentifikasi di lapangan secara pasti, seperti tiang listrik serta
bidang tanah hasil pengukuran tidak langsung dibuatkan Peta Pendaftarannya.

c. Pembuatan peta bidang tanah untuk keperluan pengukuran tidak scsual
karena pembuatan peta bidang tersebut tidak dilaksanakan.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang-
bidang tanah di Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli yaitu:

a. Petugas pelaksana pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah belum
mengetahui tentang Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan
PMNA/KA. BPN No. 3 Tahun 1997 beserta peraturan pelaksanaannya.

b. Belum tersedianya sarana Titik Dasar Teknik Nasional sebagai Kerangka
Dasar Pemetaan Nasional, schingga pelaksanaan pengukuran dan pemetaan
bidang-bidang tanah masih berdasarkan sistem lokal.

c. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang pendaftaran tanah, khususnya
pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah masih rendah.

4. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala di lapangan adalah dengan
melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pengukuran dan pemetaan

bidang-bidang tanah.

B. Saran

Saran yang akan diberikan berikut ini adalah berdasarkan hasil kesimpulan

yang telah diuraikan di atas, yaitu:



Pemerintah  Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah kepada petugas
pelaksana pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah melalui pelatihan-
pelatihan, sehingga kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan akan
menjadi lebih baik, serta sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh
peraturan yang berlaku.

Meningkatkan kuantitas pegawai melalui penambahan jumlah petugas pelaksana
pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah khususnya pcgawai dari lulusan
Diploma 1 pengukuran pemetaan kadastral.

Segera dilaksanakan pemasangan Titik Dasar Teknik Nasional orde 2 (dua) dan
orde 3 (tiga) sebagai dasar pemasangan Titik Dasar 'l‘eknii( orde 4 untuk
keperluan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dengan Sictem
Nasional.

Perlu diadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran
tanah, khususnya pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah secara langsung
dalam bentuk pertemuan-pertemuan maupun secara tidak langsung yaitu bekerja

sama dengan aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan.
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